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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN/PENGUSAHAAN PANAS BUMI PADA 
TAHAP EKSPLORASI 

ABSTRAK :  - bahwa dalam rangka meningkatkan produksi energi terbarukan untuk menjamin tersedianya 
pasokan energi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pembangunan pembangkit 
tenaga listrik 35.000 MW, sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Kegiatan Usaha 
Pertambangan/Pengusahaan Panas Bumi pada Tahap Eksplorasi; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU No. 12 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 68, TLN No. 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan UU No. 12 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 62, TLN No. 3569); 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Wajib Pajak PBB Panas Bumi yang masih dalam tahap Eksplorasi dapat diberikan 
Pengurangan PBB atas Tubuh Bumi, yang diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB Panas 
Bumi yang terutang yang tercantum dalam SPPT untuk Tubuh Bumi. Pengurangan PBB 
diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari PBB Panas Bumi yang terutang. Pengurangan 
PBB dapat diberikan setiap tahun untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, terhitung 
sejak Izin Panas Bumi diterbitkan. Pengurangan PBB diberikan untuk SPPT mulai tahun pajak 
2017. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Nopember 2016 dan diundangkan pada 
tanggal 14 Nopember 2016. 
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